
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 7 TAHUN 2074

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2OO8

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS

DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menirrrbang : a.

+r,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dalan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

Daerah melalui peningkatan investasi, pelayanan

terhadap masyarakat dan dunia usaha, maka bidang

Penanaman Modal dipandang perlu diwadahi dalam satu

Lembaga/Organisasi;

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2)

huruf l, dimana salah satu kewenangan Daerah dalam

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar meliputi penanaman modal, sehingga

perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraarr

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b.



d.

C
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bahwa Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2014 pasar
11 ayat (3), dimana penyelenggaraan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah KabupatenlKota dilaksanakan
oleh Badan Penanaman Modai dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu (BpMFrISp);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, hurruf b dan huruf c, maka perlu
melakukan perubahrr-n terhadap peraturan Daerah Nomor
76 Tahun 2OO8 tenLang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah,
Lembaga 'reknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe yang telah beberapa kali diubah.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
1822) sebagaimana tela-tr diperbaharui dalam Unda,g-
undang Nomor 8 Tahun 2oo2 tenta,g pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di provinsi sulawesi utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor
27, Tambahan r,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo1
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro di provinsi sulawesi Utara (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tahun 2ooz Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6e1);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun |96g tentalg
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 196g Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g53);

Mengingat

2.

\
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia'Iahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaarr Nega.ra (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a72fl;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 5a90);



8.

-4-

Undang-Und.ang Nomor 14 Tatlun 2008 tentang

Keterbukaaar- Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indoneqia Nomor 61, Tarnbahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a8a6);

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar:arr

Negara Republik Indonesia Tah 2OlL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara

523a\

Iik Indonesia Nomor

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2gl4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara ik Indonesia Tahun

g. Undang-Unda:rg Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

pelayanan publik (t embaran n"g*4 Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 712, fambah]n l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 talun 2oll tentartg

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembalan Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a);

12.lJndang-undalg Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah g,emUararf Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembararr

Negara Republik Indonesia Nomor SlA4;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Jfahun 1994 tentalg

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547) sebagairnana telah diubatt dengan PeraturaJ1

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2oLO tentalg Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatal Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nornor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5L2t);
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14- Peraturan Pemerintah Nomor gr rahun 2ooo tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
I ' ii ir rr rr::;iir 'l'al:.un 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4o1s) sebagaimana
rr:lah diubah dengan l-'craturan pemerintah Nomor s4
''hrr. 2003 tentang perubahan Atas peraturan
i', : rrl:rintah Nomor 97 Tahun 2ooo tentang Formasi
i'cgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor L2i,1, i'ambahan Lembaran Negara

Itcpublik Indonesizr Nornor a3321;

15. Peraturan Pemerintah l{omor 9 Tahun 2oo3 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian pegawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 76fl;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor r4o, Tambahan
Lembaran Negara Republik InConesia Nomor aSZg);

17. Peraturan Pemerihtah Nomor gg rahun 2oor tentang
Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4Z3Z);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7al);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud Menjadi

Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5557);

20. Peraturan Presiden

Pelayanan Terpadu

Modal;

Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang

Satu Pintu di Bidang Penanaman

21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2OI4 tentang Daftar'

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan PErsyaratan di Bidang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

e3);

22.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelenggaraarr Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 l'lomor

221);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir derrgal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Talrun 2OlL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan

Pengelolaan Keuan gan D aer ah;
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24.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 57 Tal'un 2OO7

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten I Kota;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

2S.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

10 Tahun 2OO8 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Salgihe Nr-.,mor

16 Tahun 2008 tentang Orgalisasi dal Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten

Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
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MEMUTUSKAN 
:

PtrR,,'I iTi\N DAtrRAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS .,i.]}TATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2OO8TENTA", 
' ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,

BADAN i,J.JIIENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGATEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KAI}UPATEN
KEPULIir,iN SANGIHE

Pirsal I

Peratura, Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomo r 16
Ta-hun 2oog tentang organisasi dan Tata Keq-a Inspektorat,
Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan r'embaga Lain Kabupaten Kepulauan sangihe
(Lembaran Daera-h Kabupaten Kepurauan Sangihe Tahun
2008 Nomor 16) yang telah beberapa kati diubah dengan
Peratural Daerah :

a' Nomor 4 Tahun 2072 tenta,g perubahan Atas peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 200g tentang organisasi dan
Tata Keqia Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan
Daerah' Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepulauan sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OI2 Nomor 4);

b' Nomor g Tahun 2073 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2O0g tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencarraan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2OlS Nomor 9);
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c. Nomor 2 Tahun 2ot4 perubahan Ketiga Atas peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2oog tentang organisasi dan
Tata Keda Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepular-ian sangihe (Lembaran Da.erah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2OL4),

diubah sebagai berikut :

i. Diantara angka 9 dan angka 10 pasal 1 BAB I disisipkan 1

(satu) angka yaitu angka 94 serta ketentuan BAB I pasai

1 angka i5 dihapus, sehingga BAB I pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang drmaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Kepala Daerah da-lam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3.

4.

5.
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6. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA

adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

7 - Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA

adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe;

9A. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

10. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat LTD

adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

11. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai

pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan

tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkal
sebagai Perangkat Daerah;

12. Perbatasarr adalah daerah atau jalur pemisah antana

Negara;

13. Pulau-Pulau Kecil adalah hrlau dengan luas a-rea

kurang atau suuna dengan 2OOO km2;

14. Pulau-Pulau Terluar adalah Pulau yang memiliki titik-
titik dasar koordinat geografi yang menghubungkan

garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan Hukum

Internasional dan Rasional;

15. dihapus;

16. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkah Peraturan Daera-h

atau Peraturarr lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah 

"d" 
diperbolehkannya

seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau

kegiatan tertentu;
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17. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang
atau pelaku usaha / kegiatan tertentu baik dalam
bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;

18. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya
penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biava
pemberian perijinan non perijinan;

19' Penyelenggaraan pelayanan Terpadu adarah kegiatan
penyelenggarahn perijinan dan non perijinan yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

20. Tim Teknis adarah Kerompok Keq'a yang terdiri dari
unsur-unsur Satuan Kerja perangkat Daerah terkait
yang mempunyai kervenang.r, untuk memberikan
pelayanan perijinan.

2- Diantara huruf g dan huruf h pasal 2
disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g.1

BAB II Pasal 2 ayat (3) huruf b dihapus,
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

ayat (2) BAB II
serta ketentuan

sehingga BAB II

(1)

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini
Tata Kerja :

a. Inspektorat;

dibentuk Organisasi dan

b.

C.

d.

Badan Perencanaan pembanqunan Daerah;
Lembaga Teknis Daerah;

Lembaga Lain.
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(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, meliputi :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Badan Pemberdayaan MasYarakat;

c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan;

d. Badan Ketahalan Pangan;

e. Badan Lingkungan Hidup;

f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan;

g. Badan Pengelola Perbatasan;

g.1.Badan Penanaman Moda-l dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dckumentasi;

i. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage

Tahuna.

(3) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi :

a. Satuan Polisi Pamong Praja;

b. dihapus.

3. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 7

ayat (1), ayat (2) dar: ayat (3) dihapus, sehingga Paragraf 2

Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai

berikut :

Paragraf 2

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU dihapus

Pasal 7

(1) Dihapus

(2) Dihapus

(3) Dihapus
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 Bagian Kedua

BAB IV diubah, sehingga Bagian Kedua pasal 9 ayat (1)

dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan perencanaan

Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Pen5rtrsunan Rencana Kegiatan

dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Penelitian dal Pengembangan Sumber

Daya, membawahkan :

1. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi

Pembangunan;

2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya.

d. Bidang Perencanaan Kelembagaan Pembangunan

dan Sosial Budaya, membawahkan :

1. Sub Bidang Kelembagaan Pembangunan;

2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

e. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana

Prasarana Wilayah membawahkan :

1. Sub Bidang Tata Ruang;

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.

f. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Penanaman

Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Ekonomi;

2. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan

Penanaman Modal.
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g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran I Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Bagian Kesembilan dzrn Bagran Kesepuluh BAB

IV disisipkan satu Bagian yal<ni Bagian Kesembilan A,

serta diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal

yakni Pasal 16Ayang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A

BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 164

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris menrbawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;

2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama

Penanaman Modal;

2. Sub Bidang Administrasi Penanaman Modal.

d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non

Perijinan;

2. Sub Bidang Insentif dan Kemudahan.
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e. Bidang Iniormasi dan pengembangan,

membawahkan :

1. Sub Bidang Informasi dan pengaduan;

2. Sub Bidalg Pengembangan.

f. Bidang Pengendalian dan pengawasan

membawahkan:

1. Sub Bidang Pengendalian dan pengawasan

Perijinal;

2. Sub Bidang Pengendalian dan pengawasan

Penanaman Modal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Tim Teknis.

(2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana

tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB IV Bagian Ketigabelas pasal 20 ayat (l)
dan ayat (2) dihapus, sehingga Bagian Ketigabelas pasal

20 ayat (1) dan ayat(2) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU dihapus

Pasal 2O

(1) Dihapus

(2) Dihapus
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Kabupatenpenempatannya dalarn Lembaran Daerah

Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 30 Desember 2Ol4

BUPATI KEPUI.,AUAN SANGIHE,

HIR NIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 30 Desember 2Ol4

SEKRtrTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

t

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2074
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI

suLAwESr UTARA ( 5 / 2OL4 )

pada tanggal

memerintahkan



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 7 TAHUN 2074

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2OO8

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS

DAERAH DAN LEMBAGA IAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal sangat berkaitan erat dengan Perijinan karena

penanaman Modal memerlukan kapasitas hukum berupa iegaiitas

perijinan daiam melaksanakan kegiatannya. Dalam Peraturan Daerah

Kabupaterr Kepulauan Sangihe Nornor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan LembagaLann Kabupaten Kepulauan Sangihe,

diatur bahwa Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tidzrk ada kewenangan

ultuk kegiatan teknis terkait clengan penanaman modat sehingga perlu

penyesuaian dan perubahan terhadap nomenklatur dan status.

Berdasarkan ketentuan da-lam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7

tentalg Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

90 Tahun 2OO7 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka perlu

diatur kegiatan pelayanan penan€unan modal, selain mengenai penanaman

modal, Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 2OOZ juga menyoroti peran PTSP

dalam mempennudah aktivitas penanaman modal di daerah. Pasal 26

menyatakan "Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membaltu

penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas

fiskal, dan informasi mengenai penanarnan modal". Selain itu Peraturan

Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OO7 juga menyebutkan bahwa urusan

penararnan modal dilaksanakan dalam bentuk badan.
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ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas
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